


 

 

 

 

 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

NOMOR 37 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2015 

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 

 

GUBERNUR  KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 telah ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016; 

 b. bahwa berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap 

Hasil RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2016 oleh 

tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah, terdapat asumsi kerangka ekonomi 

daerah, kerangka pendanaan yang tidak sesuai dengan 

kondisi dan dinamika pembangunan saat ini, maka perlu 

dilakukan Perubahan RKPD tahun 2016 dalam rangka 

melakukan penyesuaian terhadap prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas 

daerah serta pergeseran pagu kegiatan antar perangkat 

daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan 

baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan 

pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok 

sasaran kegiatan yang digunakan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 



 

 c. bahwa perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

Tahun 2016 akan digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 

(KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2016; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan seagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 



 

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4664); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 

5658); 

 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E). 



 

 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 

 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E); 

 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3 

Seri A); 

 17 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 

Seri E); 

 18 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 

30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 

(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2016 Nomor 26 Seri E); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG TAHUN 2016 

  

 

 



 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016  (Berita Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 26 Seri E), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) 

dan ayat (6), sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai 

pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2016. 

(2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur 

dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 

periode 2012-2017, mempedomani RPJMD dan 

mengacu kepada RKP Tahun 2016 yang memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, program 

prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, 

sumber pendanaandan prakiraan maju yang 

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat.  

(3) RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, 

sinkronisasi, sinergi pembangunan daerah antar 

wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar 

tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan 

sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

(4) RKPD Tahun 2016 berfungsi sebagai: 

a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD 

b. Pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD 

Tahun Anggaran  2016. 

c. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 

menyusun RKPD Tahun 2016. 

 



 

(5) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016 disusun guna menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan daerah. 

(6) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) menjadi pedoman Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 

Anggaran 2016 yang berlandaskan pada Kebijakan 

Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara  Perubahan Tahun Anggaran 

2016. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 

2016, maka: 

(1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 

sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 

2016 di DPRD; 

 

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan 

Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun Anggaran 2016 dalam melakukan 

pembahasan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 6 

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 



 

Pasal II 

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

  

  

 

 

  Ditetapkan di Pangkalpinang 

  pada tanggal   11  Juli  2016 

 

GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

 

dto 

 

 

RUSTAM EFFENDI 

 

 

Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 11 Juli  2016 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 

2016 NOMOR 26 SERI E 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

 

dto 

 

SYAHRUDIN 
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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

(PERUBAHAN RKPD) 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

TAHUN 2016 

 

 

 

B A B   I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD  adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan 
rencana pembangunan tahunan daerah.  

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang 
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal 
sebagai berikut:  

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan  
penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah 
yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan 
pembangunan tahunan daerah.  

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan 
pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD).  

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan 
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas dan Pagu 
Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan 
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini 
dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai 
wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun 
berkenaan.  
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I - 2 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016  

  

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pada 
pasal 285 ayat (1): RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan tahun 
berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), seperti: 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah 
dan kerangka pendanaan , prioritas dan sasaran pembangunan, rencana 
program dan kegiatan prioritas daerah; 

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan , dan;atau 

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan  dalam 
peraturan perundang-undangan.  

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2015, yang berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 050/1854/SJ apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya 
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 
perkembangan keadaan, meliputi: 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah 
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana 
program dan kegiatan prioritas daerah. 

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau  

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan. 

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan 
kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target 
kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran 
kegiatan. 

5. Perubahan RKPD sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, 
dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.  

6. Perubahan Renja SKPD sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 
3, dan angka 4, disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan 
terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya 
ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2016. 

8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa 
penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan 
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tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 
menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka 
untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, 
Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 
untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 

 
Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa 
asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 yang tidak 
lagi sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung memandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan 
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016. 

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 juga dilakukan dalam 
rangka untuk mengakomodasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang 
telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Nomor 6 Tahun 2016. Perubahan mendasar di dalam RPJMD tersebut antara lain 
meliputi, sasaran pembangunan dan indikator sasaran, program dan indikator 
program serta target tahunan dan akhir periode pada indikator kinerja daerah 
membuat Perubahan RKPD Tahun 2016 menjadi penting untuk dimaknai sebagai 
wujud implementasi dokumen Perubahan RPJMD tersebut. Oleh karenanya, 
Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat juga sasaran, indikator sasaran, program 
dan indikator program yang di dalam RPJMD terjadi perubahan, termasuk juga 
perubahan target pada indikator pembangunan daerah. 

Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi 
pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 
(KUPA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan 
(PPAS-P) Tahun 2016 serta mensinkronkannya dengan kebijakan 
nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan 
Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian 
program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD yang diakomodir 
didalam APBD Tahun Anggaran 2016 yang juga mengharmoniskan dan 
mensinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.2.1 Maksud 

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya  
disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan 
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan RKPD 
yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan 
keadaan dalam tahun berjalan.  
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1.2.2 Tujuan 

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh SKPD pada lingkup 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun 
Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara Perubahan (KUPA PPAS-P) Tahun Anggaran 2016.  

 

1.3 Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Tahun 2016 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, 

dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4335); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4663); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 903); 
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17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan 

daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2015 Nomor 3 Seri A); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri 

E); 

 

 

1.4  Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan 
perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan 
kerangka ekonomi daerah.  

BAB II 

 

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 
sampai dengan Triwulan II Tahun 2016. 

BAB III  

 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 
DALAM PERUBAHAN RKPD 

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2016, pergeseran kegiatan antar 
perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan 
baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, 
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pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan 
dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan 
prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan 
kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak 
langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan. 

 

BAB VI PENUTUP 

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. 

 



 

 

 

 

BAB II 
 

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN II 

 
 

 

PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

(RKPD) 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

TAHUN 2016 
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B A B   II  

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
 
 
 
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 201 5 

Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2015 merupakan salah satu pertimbangan 
dalam penyusunan Perubahan RKPD 2016, melalui evaluasi kinerja tersebut, 
dapat diperoleh informasi mengenai capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi 
kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan lain dari evaluasi kinerja RKPD 2015 antara lain 
untuk menilai/mengidentifikasi realisasi sasaran dari program dan kegiatan yang 
telah dilaksanakan atau untuk mengetahui program kegiatan yang belum selesai 
100 persen yang menjadi pertimbangan untuk diusulkan kembali didalam 
Perubahan RKPD Tahun 2016. 

Gambaran mengenai evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2015, adalah 
sebagaimana disajikan pada tabel II.1. 

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 
2016 

Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016, dilakukan 
dalam rangka untuk mengidentifikasi/meninventarisasi sejauh mana program 
kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui 
pada Perubahan RKPD ini, program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan 
atau tidak, kecukupan pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerjanya 
dan hal lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penyesuaian terhadap program 
kegiatan tersebut. 

Kondisi capaian kinerja RKPD 2016 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana 
disajikan pada tabel II.1 berikut: 
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